BAB I11
KETENTUAN HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT
WASIAT YANG DIBUAT DALAM PERJALANAN LAUT

MENURUT PASAL 950 AYAT 1 KUH PERDATA

A. Sekilastentang Surat Wasiat dalam KUH Perdata
1. Sejarah Berlakunya KUH Perdata Di Indonesia
Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hulkpnivat
materiil yaitu segala hukum yang mengatur kepeatidkepentingan
perorangar. Di dalam hukum perdata ini belum diketemukan kasi
hukum yang berlaku untuk seluruh negeri di duniagsimg-masing
mempunyai hukum perdata sendiri yang disesuaikaigate situasi dan
kondisi hukum yang disebut Kitab Undang-Undang HulRerdata.
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Lintasr8hja
Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang hukum &®ard
(KUHPerdata) atau (BW) tidak terlepas dari terbknya Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dan Code E&iancié
Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia pernjafahd oleh
Belanda sehingga tidak aneh apabila dibidang hubanyak produk-
produk pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesamasuk

KUHPerdata. Bangsa Belanda sendiri pernah dijajih megara

! Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdatdakarta: Intermasa, cet.ke-17, 1985, him. 9.

2 Code Civil Prancismerupakan kitab undang-undang atau kodifikasi hulperdata
prancis yng diusahakn oleh kaisa Napoleon Bonapeautg diselesaikan pada tahun 1804. Asis
Saefoedin,Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetbodkandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990,
him.79.
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Perancis beberapa waktu lamanya, sehingga bangsendBejuga
merasakan adanya pengaruh @ode Civil Perancis

Sekitar kurang lebih 50 tahun sebelum masehi diarseg
Perancis berlaku hukum Romawi kuno yang berdampirgdgngan
hukum Perancis kuno yang keduanya saling mempemgddalam
perkembangannya dapat diketahui bahwa di Peraadskin 2 hukum,
yaitu hukum kebiasaan Perancis kuno, yang berlalRedancis Utara
yang berasal hukum Garmania, dan Hukum Romawi Yemigaku di
Perancis selatan, yang tertuang da@onpus luris Civilis®

Keadaan tersebut diatas berjalan cukup lama daimrbalkan
tidak adanya kesatuan hukum. Menyadari keadaasbig;smaka pada
abad XVII muncul adanya suatu usaha untuk mendaptddodifikasi
hukum agar didapat kesatuan hukum di Perancis.rAkhipada abad
XVIII dikeluarkan beberapa peraturan perundang ogda yang
mengatur tentang beberapa hal. Pada tahun 1804albaberhasil
dibentuk kodifikasi hukum perdata Perancis yangluisCode Civil
Des Perancigyfang mulai berlaku pada tanggal 21 Maret tahun 1804
Kodifikasi tersebut kemudian diubah dengan pendabayang
disesuaikan dengan kondisi bangsa tersebut damgkhiiundangkan

kembali dengan sebuta@ode Civil Napoleon.Tetapi penggunaan

% Riduan SyahraniSeluk Beluk dan Asas-Asas Hukum PerdBtndung: Alumni, 1989,
him. 13.
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istilah tersebut hanya sebentar karena pada akhkaynbali disebut
Code Civil des Francai$

Pada tahun 1811-1839 diadakan perubahan-perubshsnsia
Code Civil Perancisyang disesuaikan dengan keadaan di Belanda
kemudian dinyatakan secara resmi sebagai kodiftkdsidang hukum
negara Belanda dalam hukum perdata. Hal itu dagrgdi karena
Belanda merupakan jajahan Perancis. Pada jamaajgiesn) Perancis
telah ada usaha membuat kodifikasi hukum menurktirnuBelanda
kuno, tetapi tidak dapat terwujud. Usaha kodifikesisebut banyak
dipengaruhi dengan pikiran-pikiran para sarjanai dglgia dan
mengesampingkan pikiran-pikiran di bidang hukumetjara Belanda.

Pada tahun 1830-1839 terjadi pemberontakan yangnskh
Belanda terpisah dari Belgia. Kodifikasi yang tela@rbentuk
kemudian ditinjau kembali dan diadakan perubahamgaie
penyesuaian keadaan di Belanda. Terakhir kalinyga ganggal 10
April 1838 Kodifikasi Hukum Perdata Belanda dinyata berlaku
sejak 1 Oktober 1838.

Bangsa Indonesia pada waktu dijajah oleh Belandeydba
orang-orang Belanda yang telah berkarya, baikdhrg pemerintahan
maupun bidang perdagangan. Selain menjajah dengaksuch
mendapatkan keuntungan bagi pemerintah Belanddikgzénjajahan

yang diterapkan juga mengandung maksud untuk mekaber

him. 22.

4 F.X.Suhardanaet al, Hukum Perdata,lJakarta;: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992,
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perlindungan hukum bagi warganya, bahkan bagi ecsagg Eropa
yang berada di Indonesia (Hindia Belanda) sebagaiath jajahannya
termasuk Indonesia.

Melalui pengumuman Gubernur Jendral Hindia Belapdda
tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejakillBU8 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatdlealaku di
Hindia Belanda (Indonesia). KUH Perdata yang berldk Belanda
menggunakan asagonkordansi Mengenai asas tersebut berisi
peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda yardjri atas 87
pasal yang mulai berlaku pada tanggall Januari.1926

Pada prinsipnya KUH Perdata (BW) hanya berlaku bagi
golongan Eropa. Golongan yang lain dapat menggumikiiPerdata
asalkan mereka lebih dahulu menundukkan diri. Bexatmengenai
penundukan diri sebenarnya hanya ditujukan bagongain Bumi
Putera (penduduk asli). Sedangkan bagi golongamufTasing hal ini
tidak relevan lagi, sebab dalam ketentuan lain atelkan bahwa
KUHPerdata berlaku bagi golongan Timur asing kecufdlam
lingkungan hukum keluarga dan waris.

KUH Perdata berlaku di Indonesia berdasarkan attentuan
pasal 2 aturan peralihan UUD | 945. ketentuan imatsudkan untuk
mencegah terjadinya kekosongan hukuectlis vacuum khususnya

yang mengatur dalam lingkungan hukum keperdataaangén

® Ibid., him. 23.
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menyadari kondisi dan kemampuan bangsa Indonesikelamahan
yang ada pada KUH Perdata serta sambil menunggwyadadifikasi
baru sebagai pengganti KUH Perdata, kiranya tdpaléangkah-
langkah yang ditempuh pemerintah yang membenarlarerppan
KUH Perdata di Indonesia. Secara yuridis formahvie KUHPerdata
tetap berkedudukan sebagai undang-undang. Tetapk ukondisi
sekarang ini ia tidak lagi sebagai Kitab Undang-dhgl Hukum
Perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan sepadi@a saat
dikodifikasikan. Melainkan sudah mengalami perulbaperubahan
yang di sesuaikan dengan kondisi budaya Indonesia.
b. Sistematika KUHPerdata

KUHPerdata di Indonesia mempunyai sistematika yang
berbeda bila dibandingkan dengan Kitab Undang-Ugdbiukum
lainnya. Dengan adanya sistematika tersebut dindkiesu agar
mempermudah untuk memperoleh kejelasan tentangaissehingga
dapat membantu dalam penerapannya.

Apabila ditilik dari segi sistematikanya, ternyataukum
perdata Burgerlijkrech)® di Indonesia mengenal dua sistemdtika
yaitu sebagai berikut:

1) Menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukwendgta

materiil terdiri dari:

® Hukum Perdatabjrgerlijkrech) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang mengatu
hubungan hukum antara rang yang satu dengan oming dengan menitikberatkan kepada
kepentingan perseorangan. C.S.T. KarRdngantar llmu Hukum Dan Tata Hukum Indongesia
Jakarta: Balai Putaka, Cet. Ke.7., 1986, him.214.

" Subekti,op.cit, him. 15.
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a) Hukum tentang orang/ hukum perorangan/ badan pribad

(PersonerRechj

b) Hukum tentang keluarga/ hukum keluargarfilie Rechj
c) Hukum tentang kekayaan/hukum harta kekayaan/ hukanta
benda YermogerRech},yang terdiri atas:

1) Hukum kekayaan mutlakabsolu) yang meliputi hak-hak
kebendaan material dan immaterial seperti, hakratagk,
hak cipta,dan hak oktr8i.

2) Hukum harta kekayaan relative (nisbi) yaitu hak gyan
timbul dari suatu perikatan.

d) Hukum waris Erf Rech}

Hukum waris Erf Rech} adalah ketentuan hukum yang
mengatur tentang pengalihan harta kekayaan setekdorang
meninggal dunid.

2) Sistematika hukum Perdata menurut undang-undariy, fyakum
perdata sebagaimana termuat dalam KUHPerdata,tgestig dari:
Buku | : Tentang orang/enPersor) dan hukum keluarga (Van

Familie)

Buku Il :Tentang Benda/@nZaker), yang didalamnya termasuk

hukum waris (Erf Recht)

® Oktrooi ialah hak yang diberikan kepada seseorang atasopermannya untuk
menikmati sendiri hasil penemuannya dan sebagédingengan terhadap kemungkinan adanya
peniruan terhadaphasil ciptaannya itu. J.C.T. Samgkiret al, Kamus Hukum Jakarta:Sinar
grafika, Cet.ke-12., 2008, him.110.

° Asis Saefoedi@p.cit, him.76.
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Buku 1l : Tentang PerikatarVérbintenisserRechj atau hukum
perjanjian (Verbintenissen).

Buku IV : Tentang Pembuktianvdn Bewij dan Kedaluwarsa
(Verjaring).*°

Adapun pembagian tiap-tiap buku adalah tiap-tiaubu
dalam BW terbagi dalam titel atau bab. Tiap-tidle tlibagi dalam
bagian-bagian, tiap-tiap bagian memuat pasal-patal, setiap
pasal kadang-kadang terdiri sebuah ayat atau [Ebih.

Sistematika hukum perdata menurut undang-undatehini
yang sekarang berlaku. Jika diamati dengan ceristngatika
tersebut sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kidkitag BW)
bersal dari Belanda yang bila di turut hingga keatkan
berpangkal pada sistem hukum Romawi, yaitu sisi@m@&orpus
luris Civilis yang dibuat pada zaman kaisar Justitianus di Roamaw
pada abad VI, yang membagi dalam empat bagixaitu:

a) Institutiones
Yang berisikan pengertian-pengertian atau lembaga-
lembaga dalam hukum Romawi yang merupakan himpunan
undang-undang yang ada.
b) Pandecta
Merupakan himpunan pendapat para ahli hukum

Romawi yang terkenal, yang pendapat mereka berpgmga

19 Asis SaefoedirBeberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek, Ibldm. 76-77.
! Ibid.,.him. 80.
12 Subekti,Op.cit., him. 26.
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besar dalam perkembangan hukum Romawi, sehinggiapan
mereka dianggap sebagai salah satu sumber hukuam dal
hukum Romawi. Sampai sekarang pendapat tersebuih mas
dianggap penting dan sering dijadikan rujukan untuk
mengetahui arti yang sesungguhnya tentang apa yang
dimaksudkan untuk atau oleh suatu lembaga hukypertse
1) Arti tentang pemberian kuasa (pasal 1792 BW).
2) Arti tentang perikatan (pasal 1313 BW).
3) Arti tentang persekutuan atau perserikatan (pa64al8
BW).
4) Arti tentang overspel (pasal 32 BW).
c) Codex
Merupakan himpunan undang-undang yang dibukukan
atas perintah kaisar Romawi.
d) Novelles
Merupakan himpunan tentang penjelasan atau komentar
atas Codex di atds.

Kalau ditinjau dari segi isinya, Burgrlijk Wetbodkanyak
memiliki persamaan dengan sistem hukum perdatanEiergang
disebut dengan Code Civil Des Francis yang tertiri tiga buah
buku yaitu sebagai berikut:

Buku | mengatur tentang hukum orang dan hukum kgéua

13 Asies saefoedirOp.cit.,.him. 78-79.
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Buku Il mengatur tentang hukum benda, hak milikk ha
menikmati hasil, hak memakai dan mendiami, dan pakai
(servitut)

Buku I1ll mengatur tentang hukum waris, hukum pdaka
hukum harta perkawinan, hak gadai, daluarsa, dgalaeesuatu
yang tidak diatur dalam buku | dan buku 1f.

2. Pengartian dan syarat Wasitgstameh
a. Pengertian Wasiat

Sebagaimana termuat dalam KUHPerdata bahwa pevdsht
termuat dalam buku 2, yang secara umum membahasnten
kebendaaan atau harta kekayaan, yang bahasannygakuprhukum
benda dan hukum waris. Karena secara subatansisiatnmerupakan
perbuatan pelimpahan hak kekayaan kepada pihak lain

Secara definitif, wasiat termuat dalam pasal 8 fgyaunyinya
adalah sebagai berikut:Téstamenialah suatu akta yang memuat
pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakikga terjadi
setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya ddipabut kembali
lagi***Dari bunyi pasal tersebut dapat di ambil definisisiat, yakni
wasiat adalah suatu perbuatan hukum dengan mang oranentukan
tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaanmeyelal ia
meninggal dunia. Dengan kata lain suatu wasiat @&stament adalah

suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yeelgeddaki setelah

“Ibid., .hlm. 79-70.
!5 Soesilo & Pramudiji R.Kitab Undang-Undang Hukum Perdat@hedbook Publisher,,
2008, him. 232.
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ia meninggal dunia. Pada dasarnya wasiat merupgebuatan
pemberian hak kepada orang lain dengan suka ratay, gkan berlaku
setelah meninggalnya pewasiat. Mengingat banyakpgebuatan
hukum yang bersifat suka rela, oleh karena ituupdil identifikasi
lebih lanjut mengenai sifat wasiat itu sendiri ag@pat dibedakan
mana perbuatan wasiat dan mana perbuatan yang buwkarat.
Berdasarkan definisi di atas dapat di pahami balasiat mempunyai
dua unsur penting, yaitu pertama berdaya Kkerjadsésunatinya
pewasiat, dan yang kedua dapat di cabut kembandalasa pewasiat
masih hidup® kedua unsur itulah yang mendasari terbentuknya
perbuatan wasiat.

Adapun mengenai sifat berdaya kerja sesudah matinya
pewasiat, bahwa ketentuan-ketentuan yang tertdeendaasiat akan
berpindah kepada penerima wasiat setelah meningggbewasiat.
Dalam hal ini penerima wasiat tidak langsung menarbagian dari
apa yang telah di wasiatkan kepadanya ketika wasiali wasiatkan,
akan tetapi bagian tersebut di serahkan kepadaipeneasiat setelah
matinya pewasiat. Dengan demikian secara otomatgab tersebut
akan berpindah pada penerima wasiat, dan peneriasatvdapat
menuntut haknya atas wasiat kepada ahliwarisny@patamelalui

proses persetujuan atau perjanjian baru pada ahk.w

® MR. A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kltab Undang-Undang Hukum Pe&dgelanda
jilid 1, (alih bahasa oleh M.Isa Arief), Jakartd:.Pntermasa.1990, him.60.
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Mengenai sifat yang kedua, bahwa wasiat dapat dicatau
ditarik kembali dalam arti bahwa ketentuan-ketenmtyang tertera
dalam wasiat dapat ditarik atau dicabut kembalih ofgewasiat.
Pewasiat dapat menarik kembali atau merubah wagsiatanpa
meminta izin terlebih dahulu kepada penerima wasamasa
hidupnya. Penarikan tersebut dapat dilakukan settara-diam, yakni
dengan membuat wasiat yang baru atau dengan tesearggan,yakni
dengan pernyataan tegas kepada penerima wasiatabahsiatnya
telah dicabut!’

Dengan demikian dua unsur di atas merupakan saatuan
yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitatandasuatu
perbuatan wasiat. Sehingga bilamana suatu perbluatknm yang
mengandung salah satu dari dua unsur tersebut uveidr berdaya
guna setelah meninggalnya pewasiat saja ataupunyahasur dapat
dicabutnya kembali mengenai apa yang menjadi kedentdalam
perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan hukuebtgrtdak dapat
dikatakan sebagai perbuatan wasiat. Dan dua urtslahiyang
membedakan antara perbuatan hukum wasiat dengawuapen-

perbuatan hukum yang lain, seperti perbuatan hibghng hanya

7 Ali Afandi, Hukum Waris,Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktifakarta: Bina
Aksara, Cet.ke.3., 1986, him.31..

'8 penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mapenghibah, diwaktu hidupnya,
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dpat ditarik &&menyerahkan suatu barang guna
keperluan si penerima hibah yang menerima penyeratta R.Subekti,Aneka Perjanjian
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, him.94.
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dapat diberikan dengan suka rela dan pernyataadikghuarkan dari
penghibah saja tetapi hibah tersebut tidak dagabdt kembali.
Karena wasiat merupakan pesan seseorang maka dratassi pesan
tersebut wasiat dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1) Testamenerfstelling
Testament erfstelling adalah surat wasiat yang berisi
tentang penunjukan seseorang atau beberapa orkngaehl yang
akan mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisa
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 954 KUH Pexdstia :
"wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiatatkentana si
yang mewariskan kepada seseorang atau lebih meéwmbdnarta
kekayaannya yang akan ditinggalkan apabila ia nggaihdunia
baik seluruhnya atau sebagian seperti misalnya ngate
sepertiga.*®
Adapun orang yang ditunjuk dalam wasiat tersebut
dinamakan testamentaire erfgenadnyaitu ahli waris menurut
surat wasiat yang statusnya sama halnya dengaangeahli waris
menurut undang-undang. la memperoleh segala hakedaajiban
dari orang yang meninggal (pewasigtseperti membayar hutang
dari pewasiat yang belum dilunasi selama hidupnya.
Orang yang mendapatkanfstelling mempunyi kedudukan

sebagai ahli waris menurut undang-undaadirtestaty. Oleh

9 Susilo & Pramudiji R.lbid., him. 223.
2 Subekti,Op.cit, him.107.
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karena itu ia tidak hanya menerima hak-hak yangekatl pada

harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajibamtara lain

membayar hutang-hutang dari si pewasiat.
2) TestamerLegaat(hibah wasiat)

Testameregaatadalah suatu pemberian kepada seseorang
terhadap barang tertentu. Adapun barang yang ddipatikan
dalam suatlegaatdapat berupa :

a) Satu atau beberapa benda

b) Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misael@uh
benda yang bergerak.

c) Suatu hak lain untuk mengambil satu terhabapdel(harta
peninggalan), misalnya hak untuk mengambil satuu ata
beberapa benda tertentu dasiedel(harta peninggalarf).

Orang yang menerima sudigaat dinamakanegatarisia
bukan ahli waris, karenanya ia tidak dapat mengkgmtorang
yang meninggal (pewasiat) dalam hak-hak dan keamjib
kewajibannya (tidak diwajibkan membayar hutang-hgiga). la
hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atakspnaan
hak yang diberikan kepadanya dari ahli waris p@ataBendeknya
suatu legaat adalah memberikan suatu hak penuntutan terhadap
boedel (harta peninggalan) ada kalanya seor#gataris yang

menerima beberapa benda diwajibkan memberikan sséddih

L Subekti,Ibid..
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benda tersebut kepada orang lain yang ditunjukndaéstament.
Pemberian suatu benda yang harus ditagih diepataris
dinamakan suatsublegaaf?

Selain itu, seorantggataris juga berhak atas segala hasil
atau bunga dari kebendaan tersebut, dihitung sdjaki
meninggalnya orang yang mewasiatkan. Jika penuntuta
penyerahan di lakukan dalam waktu satu tahun seengri
tersebut, atau jika penyerahan atas kebendaadddn tenggang
yang sama secara suka rela, maka berhaklah iahatak atau
bunga kebendaan, terhitung mulai dari tuntutan yhajgkan.

Suatuerfstellingatau suatlegaatdapat juga digantungkan
pada suatu syarat ataworwaarde yaitu suatu kejadian di
kemudian hari yang pada saat pembuatan testantsebt¢ belum
tentu akan datang. Misalnya seseorang dijadikaagselvaris atau
diberikan suatu barang warisan dengan syarat babam
perkawinannya akan dilahirkan seorang anak laki?fak

Suatu pengecualian syarat tersebut tidak boleh
digantungkan pada suatu kejadian yang tidak mungkan
terlaksana, seperti berwasiat dengan syarat Inifatlakan jatuh.

Selain wasiat pengangkatan ahli waris dan wasidia ha
kekayaan légaa), isi suatu testament juga dapat berupa

penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggavasiat)

22 Subekti,op. cit, him.108.
%% Ibid., him.109.
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dan juga dapat berupa pengakuan seorang anak gamgli luar
pernikahan atau pengangkatan seoramgekuteur testamentair
yaitu seorang dikuasakan untuk menguasai dan mengat
pelaksanaan testaméfit.

Suatuerfstelling atau suatdegaat dapat di sertai dengan
suatu bebagiast), misalnya seorang dijadikan waris dengan beban
untuk memberikan suatu pensiunan pada ibu dari yeergnggal,
atau seseorang di berikan seekor kuda dengan babark
memberiakn gaji seteruanya pada seseorang yangh dadza
memelihara kuda tersebut.

b. Syarat-Syarat wasiétestamenjt

Suatu perbuatan wasidegtamentdapat dikatakan perbuatan
hukum yang sah, ia harus memenuhi syarat dalamfaril dan
dalam arti materif> Dalam arti formiltestameni(surat wasiat) harus
berbentuk surat (akta) yang berisi keteranganngrapa yang menjadi
kehendak pewasiat, yang sengaja dibuat bukti danmnya dibuat
dengan keikutsertaan seorang pejabat notaris. [(pa8al KUH
Perdata)®

Dengan kata lain bahwa setiap wasiat yang di ucamkeh

seseorang harus dituangkan dalam tulisan, baiklidigendiri ataupun

** bid., him.108.

% Liliana TedjosaputroHHukum Waris menurut Surat Wasiat (ad-testamerSemarang:
CV Agung, him. 3.

% Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengaa sémdiri atau olografis baik
dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertpagal 931 KUHPerdata. Soesilo & Pramudji.R.,
Op.Cit.,him. 219.
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dituliskan oleh orang lain atas perintahnya. Hal dn maksudkan
untuk mempermudah dalam pembuktian mengenai adaidimya
suatu perbuatan hukum wasiat.

Syarat formalitas yang di tetapkan undang-undamgeleit
harus di taati bagi setiap orang yang akan berwvata apabila
ketentuan tersebut di langgar akan berakibat padat&lan.

Dalam arti materiitestamer{surat wasiat) memiliki tiga unsur,
yaitu:

1) Orang yang membuat surat wastastament
Dalam hal ini orang yang membuat surat wasiat harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pewasiat tidak dalam sakit ingatan (gila) atau rdak@adaan
sakit begitu berat yang menyebabkan tidak dapapilker
secara teratur. ( pasal 895 KUH Perddta)

b) Pewasiat harus orang yang dinyatakan pemilik sbatuda
secara sah, dalam arti bawa orang yang hendak natkeas
harta bendanya bukan orang yang bersengketa demigak
lain mengenai status kepemilikan harta benda tetgepasal
966 KUH Perdata).

c) Pewasiat harus sudah berumur 18 tahun atau sudaikaine

Hal ini diatur dalam pasal 897 KUH Perdéfa.

2" untuk dapat membuat atau mencabut surat wasiatarsgdiarus mempunyai budi
akalnya. Pasal895 KUH Perdallaid, him. 209.

% Orang yang belum dewasa yang belum mencapai urmapgdelapan belas tahun
tidak diperbolehkan membuat surat wasiaid, him. 210.
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d) Pewasiat tidak dalam paksaan atau penipuan. Seleggi
bunyi Pasal 893 yaitu‘segala surat wasiat yang di buat
sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat, adalataba®®

2) Penerima Surat Wasidegtament
Penerima wasiat wasiat adalah orang atau beberapg o
yang ditunjuk untuk menerima segala sesuatu yamgridan
pewasiat dalam wasiatnya. Penerima wasiat menundiang-
undang adalah seseorang atau beberapa orang ataujaun
lembaga. Dalam hal ini pihak penerima wasiat fianemenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:

a) Penerima wasiat harus sudah terlahir di saat mgainga
pewasiat’ sebagaimana tertera dalam pasal 899 ayat 1 KUH
Perdata yang berbunyi'Dengan mengindahkan ketentuan
dalam pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat
menikmati sesuatu dari sesuatu wasiat, seorang shaelah
ada, tatkala si yang mewariskan meninggal durfa”

b) Penerima wasiat harus cakap sebagai penerima warisa
Artinya penerima wasiat tidak melakukan suatu ledsat yang
menyebabkan terhalangnya menerima wasiat. Adapun ha
dianggap tidak cakap adalah sebagai berikut:

1) Mereka yang dihukum karena membunuh pewaris.

% 1bid, him. 209.
¥ Liliana TedjosaputroQp.cit, him.18.
3150esilo dan Pramudii. Rp .cit, him. 201.
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2) Mereka yang menggelapkan, membinasakan dan
merusakkan surat wasiat.

3) Mereka dengan paksaan dan kekerasan, telah mencegah
pewaris (pewasiat) untuk mencabut atau mengubadt sur
wasiat.

4) Orang tua, istri, suami, dan anak-anak dari oraagg
yang termasuk kategori 1 sampai dengan 3 di*atas.

c) Istri atau suami yang menerima wasiat harus dalkatan
pernikahan yang sah. Sebagaimana disebutkan, dadesal
901 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Seorang suami atau istri tidak dapat  menikmati
keuntungan karena ketetapan-ketetapanaistu
suaminya dengan surat wasiat. Jika perkawinan raerek
telah berlangsung tidak dengan izin yang sah dayarsg
mewariskan meninggal dunia pada suatu ketika tatkal
keabsahan perkawinan, karena itu masih dapat
dipertengkarkan di muka huktn?®

d) Penerima wasiat tidak seorang wali dari pemberiatagtelah
orang kakek, leluhurnya dan seterusnya. (pasah9at2)**

e) Penerima wasiat tidak seorang guru privat yangistga guru
tersebut berdiam diri di rumah orang tua murid ahaliknya.

Hal ini sejalan dengan pasal 905 ayat 1 yang berbtanak-

anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan

menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengaag

% | iliana TedjosaputroOp.cit, him.20.

¥ Soesilo dan Pramudiji.®p.cit, him.210.

% Seorang anak belum dewasa, sungguh pun telah psnoaur delapan belas tahun,
tidak diperbolehkan menghibahwasiatkan sesuatukukéwntungan walinya, pasal 901 ayat |
KUH Perdata., Susilo & Pramudf.,him. 211.
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tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru-tpakid
laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan”.

f) Seorang penerima wasiat tidak seorang dokter, legotan
orang yang memberikan pelayanan kerohanian ketkabpri
wasiat sakit keras yang menyebabkan kematian. |(f2
KUH Perdata)?

g) Penerima wasiat tidak orang yang pernah berzinagaten
pemberi wasiat, hal ini sejalan dengan pasal 904gya
berbunyi:

Tiap-tiap mereka yang berzinah, baik laki-laki mauoip
perempuan, beserta kawan berzinah mereka masing-
masing, yang satu dari yang lain bertimbal balidak
diperbolehkan menikmati keuntungan sedikitpun dari
wasiat mereka, jika perbuatan zinah itu sebelumimgeal
dunia telah ada keputusan hukum yang telah mengberol
kekuatan mutlak®’

h) Penerima wasiat tidak seorang notaris maupun yakgj telah
membantu dalam pembuatan wasiat (pasal $07).

3) Barang yang diwasiatkan

Adapun barang yang diwasiatkan boleh berupa barang

bergerak atau tidak bergerak ataupun berupa madtaatsuatu

% |bid.

% Sekalian tabib, sekalian juru atau ahli obat d@meka lainnya yang melakukan ilmu
ketabiban, yang telah melayani seseorang sewaktualeniga sakit yang mengakibatkan matinya,
seperti sekalipun guru agama yang telah mengembang&rbantuan mereka kepadanya, tidak
diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapaetppan wasiat yang telah diambil untuk
mereka tatkala ia sakit. Pasal 906 KUH Perdat.I&8sPramudji R,op.cit, him. 212,

3" Susilo & Pramudiji. Ribid., him. 212.

% Notaris yang mana dengan perantaranya telah dikatumum dari suatu wasiat dan
segala saksi yang telah menyaksikan suatu pembaktaritu, segala mereka tidak diperbolehkan
menikmati sedikitpun dari apa yang mereka dengasiatvétu kiranya tidak dihibahkan”. Pasal
907 KUH Perdata,.Susilo dan Pramudijillid., him. 212.
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benda (hak pakai hasil) dan harta yang diwasiabideh seluruh
atau sebagian. Hal ini sejalan dengan pasal 953 lyarbunyi:
“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yaogus)
dengan mana si yang mewariskan kepada seseoramg ata
lebih memberikan beberapa barang-barangnya datu sua
jenis tertentu, seperti misalnya segala baranghigana
bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hagk ba
hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalarth
3. Bentuk Surat Wasiatgstamernjt
Sebagaimana definisi wasiat di atas, bahwa wasmatupakan
suatu akta yang memuat kehendak seseorang. Olefiakian akts’ dalam
hal ini merupakan suatu persyaratan formal yartgrdiikan oleh undang-
undang dan harus di taati bagi mereka yang henelakalsiat. Yang hal ini
di maksudkan untuk memudahkan pembuktian tentaagdad tidaknya
suatu perbuatan wasiat. Ada pun akta dalam undadgng ada tiga
bentuk yaituTtestamerumum, testamerolografis dartestamerrahasid’*
Ketiga bentuk tersebut memiliki cara dan karaki@ngy berbeda-
beda, namun pada substansinya ketiga bentuk testasrsebut adalah
sama. Dalam arti bahwa, pada finalnaya surat wésisébut melibatkan

campur tangan dari seorang pejabat notaris, yatgsstya memiliki peran

pentig terhadap sah dan tidaknya suatu wésstament).

% |bid., him.224.

40 Akta ialah surat yang diberi tandatangan, yang usnperistiwa-peristiwa yang
menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang démjak semula dengan untuk pembuktian. H.A.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Aganvagyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet.ke.8., 2008, him.148.

41 Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengée tertulis sendiri atau olografis,
baik dengan akta umum, baik akta rahasia atautuertuPasal 932 KUH Perdata. Soesusilo dan
Pramudji.RJbid., him. 218.
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Adapun penjelasan ketiga bentuk wasiat adalah sebagkut:
a. Surat wasiattestamentymum

Hal ini diatur dalam pasal 938 dan 939. Pasal 988atapkan
bahwa testament tak rahasia (testament umum) wigitat dihadapan
seorang notaries dengan mengajukan dua orang da&agan kata
lain bahwa surat wasiateGtamentlumum adalah surat wasiat yang
dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua oraaksi**Surat ini
dibuat oleh notaris karena atas perintah dari pesvaSurat wasiat
tersebut dibuat sepenuhnya oleh notaris karena gi@wdanya
mengutarakan tentang apa yang menjadi wasiatnyadkeya.

Jenis ini adalah jenis surat wasiat yang seringdlildiglan
dilakukan oleh kebanyakan orang, dikarenakan cargayng praktis,
yaitu orang yang hendak berwasiat datang dan meaghlee notaris
kemudian mengungkapkan kehendaknya yang oleh satmatat dan
dihadirkan dua orang saksi. Selain itu surat jemiguga yang paling
baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat awvagrsebut,
sehingga notaris dapat memberikan nasehat-nasgasat isi dari
testament tersebut tidak bertentangan dengan undatang.

Adapun mengenai penjelasan ketentuannya terdagamd
pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yang kemudian dfpati sebagai

berikut;

42 R. Subekti,Ringkasan tentang Hukum Keluarga, dan Hukum Walikarta: PT.
Intermasa, 1990, him. 30.
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1) Testamenharus dibuat di hadapan notaris dengan dihadai du
orang saksi.

2) Pewasiat (pewaris) menerangkan kepada notarisafbjas di
luar hadirnya para saksi) mengenai apa yang iankizthe

3) Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulau a
menyuruh menulis kehendak pewasiat dalam pokok4poko
saja.

4)  Apabila keterangan pewasiat (pewaris) diutarakaradta notaris
di luar hadirnya para saksi dan surat (akta) sutiabat oleh
notaris, maka pewaris harus mengutarakannya kerntdyatang
apa yang menjadi kehendaknya itu di hadapan p&si. s

5) Konsep surat wasiat dibacakan oleh notaris di hadgpara
saksi, kemudian notaris menanyakan kembali kepaeagiat
apakah yang dibacakan itu telah betestamentseperti yang
dikehendaki.

6) Jika pewasiat berhalangan untuk menandatangestament
maka keterangan tentang hal itu serta sebabnya daebutkan
dalam surat wasiat.

7) Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segalaa acar

selengkapnya telah dipendffii.

“ Liliana Tedjosaputro,Hukum Waris menurut Surat WasigAd. Testamenjo
Semarang: CV. Agung, 1991, him. 15.
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b. Surat wasiattéstamentolografis

Testamentolografis adalah surat wasiat yang ditulis sendiri
oleh tangan pewasiat (pewaris) dan kemudian diitigkepada notaris
dengan dihadiri dua orang sak&emua isi surat wasiat tersebut
ditulis sepenuhnya oleh pewasiat, karena suratavharus dibuat oleh
pewasiat sendiri dan tidak boleh dituliskan oledngrlain.

Jenistestament ini biasanya dilakukan oleh pewasiat yang
tidak mau kehendaknya diketahui oleh orang laireka notaris hanya
menerimatestameni(surat wasiat) dalam keadaan tertutup (bersegel)
bila pewasiat menyerahkannya dalam keadaan terti@efain itu
wasiat juga dapat di serahkan dalam keadaan terbuka

Adapun mengenai penjelasannya terdapat pada $233lang
memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Surat wasiat harus seluruhnya ditulis dan ditamdgai oleh
pewasiat (pewaris)

2) Surat wasiat tersebut harus disimpan di notarig y@mudian
notaris membaut akta penyimpanan tentang peristassebut
dan akta tersebut harus ditandatangani oleh petasséang yang
menulis wasiatnya sendiri), notaris dan dua orakgis

3) Jikatestamentyang dititipkan din otaris dalam keadaan bersegel,

maka akta penyimpanan dapat dibuat pada kertaentirsdan

4 R. Subektijoc.cit.
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pada sampuestamentyang disegel diberi keterangan bahwa itu
adalah wasiatnya dan dihadiri oleh dua orang saksi.

4) Jikatestamentyang dititipkan di notaris dalam keadaan terbuka,
maka akta penyimpangan dapat dibuat di bawedtament
tersebut dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5) Jika pewasiat (pewaris) tidak bisa hadir untuk meagangani
akta tersebut, di dalam akta harus ditulis menggad?

Kemudian dalam pasal 933 ditetapkan, bahwa kekutdstament

olografis ini sebanding dengan kekuatan testamahkt rahasia

(testament umum) yang di buat di hadapan notaris dianggap

terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh retari

c. Surat wasiattéstamerjtrahasia
Testamentahasia adalah surat wasiat yang ditulis senthn a
dengan tangan orang lain (tulisan orang lain) daerdhkan kepada

notaris dalam keadaan tertutup atau bersegel dedigadiri oleh 4

orang saksf®

Jenis testamenini hampir mirip dengartestamenolografis,
hanya sajaestamernrahasia harus dalam keadaan tertutup dan bersegel
ketika diserahkan kepada notaris.

Mengenai penjelasannya terdapat pada pasal 94padah 945

KUH Perdata yang memuat ketentuan-ketentuan sebaghkut:

“ Liliana Tedjosaputropp.cit., him. 15.
“°R. Subektijoc.cit.
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Testament harus ditulis sendiri oleh pewasiat (pewaris) atau
orang lain atas nama pewasiat (pewaris) dan dite@rdgni oleh
pewaris sendiri.

Kertas yang memuat tulisan kehendak pewasiat amshditutup
dan disegel.

Kertas (sampul) yang memuat kehendak pewasiat harus
diserahkan kepada notaris dengan dihadiri olefaAgosaksi.
Notaris yang menerima surat wasiat tersebut hasmbuat akta
superscripti&’ (akta penyelamatan) yang ditulis di atas sampul
surat wasiat tersebut atau dalam kertas terserd#rigan
dibubuhi tanda tangan dari pewasiat, notaris danodlang saksi.
Apabila suatu kejadian di mana pewasiat tidak hedir untuk
menandatanganinya, maka di dalam akta penyelantaaums
ditulis keterangan-keterangan mengenai héffitu.

Terdapat dua pasal dalam burgerlijk wetboek, yglasal 930

dan 944 yang berlaku bagi setiap jenis surat wdsadds. Berdasarkan

pasal 930 BW, sebuah testament tidak boleh dibigdt dua orang,

baik untuk menguntungkan pihak ketiga maupun ungading

menguntungkafl® Karena pada prinsipnya testament dapat di tarik

kembali, sehingga jika dilaksanakan dengan caraebet, maka

47 Akta Superscriptieadalah suatu pengesahan oleh Notaris yang dibustas wasiat
rahasia yang menerangkan bahwa surat wasiat térsmimlah wasiat orang yang telah
berwasiatdan surat wasiat itu ditulis sendiri dalaht ditanda tanganinya atau ditulis oleh orang
lain serta telah ditanda tanganinya. MR. Ri@p.cit,him.181.

“8 Liliana Tedjosaputropp.cit., him. 16.

9 Oemarsalimpasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesidakarta: PT. Bina Aksara, 1987,

106.
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pelaksanaan penarikan kembali testament terselan elengalami
kesulitan.

Kemudian dalam pasal 944 dijelaskan, bahwa sysgeagt
orang yang akan menjadi saksi dalam pembuatan wasat adalah
mereka harus sudah dewasa, sudah mencapai umuzh@h ttau
sudah menikah, dan harus penduduk Indonesia dars In@@mahami

bahasa yang di pakai dalam pembuatan surat wassabut®

4. Wasiat Darurat

Wasiat darurat adalah wasiat yang dibuat dalam deead/ang
tidak pada semestinya, yaitu dibuat dalam keadaary yselain dibuat
dalam bentuk surat wasiat yang di sebut di atas)iyestamerolografis,
testamenumum dantestamenrahasia. Dengan kata lain wasiat darurat
adalah surat wasiat yang dibuat karena ada keagay) menghalangi
untuk membuat surat wasiat seperti yang disebutkamatas. Wasiat
darurat juga disebut dengan wasiat luar biasa,nkamibuat di luar
keadaan yang biasanya. Dalam keadaan tersebut ginddang
memberikan kesempatan bagi mereka yang berwastak unembuat
surat wasiattéstamentilengan cara yang sederhaha.

Adapun wasiat darurat menurut undang-undang adsddtagai

berikut;

Y R. Wirjono ProjodikorpOp.cit him.110-111.
*I MR.A. Pitlo, Op.cit, him.193.
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a. Wasiat yang dibuat dalam keadaan perang
Dalam keadaan perang, undang-undang memberikan
kesempatan bagi mereka yang hendak berwasiat yadeka seorang
prajurit atau mereka yang berada di daerah yarigpgeng musuh,
dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan peratiaa pejabat
serendah-rendahnya letnan ataupun di harapan asgeoyang
memiliki kekuasaan di daerah yang terkepung musrsebuf?
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 946 KUHPerdataberbunyi:
"Dalam golongan tertentu, dan berada dalam ggkamg
pertempuran, ataupun di suatu tempat yang ada dalam
pengepungan musuh diperbolehkan membuat surat twdisia
hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnyanigi&at
letnan atau jika seorang perwira yang demikianktidda di
hadapan seorang yang di tempat itu memangku kekoasa
tertinggi, dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua pgasaksi.>®
Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di atassharu
ditandatangani oleh pewasiat dan harus dicantundaam akta
tersebut tentang sebab-sebab apabila saksi atay rp@wasiatkan
tidak dapat menandatangani surat wasiat terselaga®49 KUH
Perdataf’

b. Wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut

*2 Ali Afandi, Hukum Waris,Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuki@m.cit, him.23.

%3 Soesilo dan Pramudiji Rop.cit., him. 222.

* 1) segala surat wasiat yang dibuat menurut tigalpgang lalu, harus ditandatangani
oleh si yang mewariskan, oleh mereka di hadapgasiarat itu dibuat dan oleh
sekurang-kurangnya salah seorang saksi.

2) Jika si yang mewariskan atau salah seorang saserangkan tidak dapat menulis
atau berhalangan menandatanganinya, maka keterangaperti pun sebab-sebab
halangan it harus dengan tegas ditulis dalam alisal 949 KUH Perdata. Soesilo
dan Pramudji.R.bid.



80

Keadaan di mana seseorang sedang dalam perjalaglaiuim
laut, dalam hal ini undang-undang memberikan kes¢anp bagi
mereka yang hendak membuat surat wasiat. Yaituasteongra, surat
wasiat dibuat di hadapan nahkoda atau perwira rpertatau di
hadapan penggantinya (orang lain yang berada dakpal) jika
nahkoda atau mualim kapal tidak ada, dengan dihalgin dua orang
saksi>® Sebagaimana diatur dalam pasal 947 KUHPerdata yang
berbunyi sebagai berikut: “Mereka yang berbeda ndafgerjalanan
melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasidtadiapan nahkoda
atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yamgildan tidak ada,
di hadapan seorang yang menggantinya dan tiapkisdip dengan
dihadiri oleh dua orang saksi.

Surat wasiat yang dibuat sebagaimana kondisi &i htaus
ditandatangani oleh pewasiat dan dicantumkan dalkia tersebut,
tentang sebab-sebab bila pewasiat atau saksi begsal untuk
menandatangani surat wasiat tersebut (pasal 949 Ré&iHata)

c. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di suatpaeyang terisolir
karena penyakit yang menular dan keadaan yangcterarbahaya
kematian.

Keadaan di mana seseorang yang terisolir dengdn sampat
karena penyakit yang menular dan mereka yang temanicahaya

kematian yang disebabkan karena sakit kerat, Kezataatau bencana

> MR.A. PitloLoc.cit.
% Soeailo dan Pramudiji.R.oc.cit.
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alam lainnya sehingga tidak dapat menemukan nofpegbat yang

berwenang), dalam hal ini undang-undang memberkesempatan

bagi mereka yang hendak berwasiat dengan membrait\sasiat di

hadapan pejabat umum setempat dan dihadirkan dug saksi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 948 KU#kRer
yang berbunyi sebagai berikut:

1) “Mereka yang berada di tempat-tempat yang manankaadanya
penyakit yang menular, perhubungan antara tempgtéeitu dan
tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuedt wasiat
di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihabih dua orang
saksi”.

2) Hak yang sama diberikan juga kepada mereka yang,nizmk
karena sakit keras atau mendapat kecelakaan dengadadak,
maupun karena adanya perampokan, gempa bumi atamarize
alam lainnya yang hebat, dalam keadaan yang surgguiguh
terancam oleh bahaya mati, sedangkan dalam jarak ¢al di
sekitar tempat mereka berada, tiada notaris ateol@egan dari
jawatan yang demikian, tidak dapat diminta baik ekar
terputusnya perhubungan maupun karena tidak hadipgra
pejabat. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membukt wasiat
yang demikian harus dicantumkan dalam 3kta.

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan demikiaushar
ditandatangani oleh pewasiat. Dan mereka yang matnsat wasiat
yang tersebut dalam pasal 948 ayat 2 yaitu merekay yerancam
bahaya kematian dan tidak dapat menemukan seom@agsy maka
alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam akt (gasiat).

Selain teknik pembuatan surat wasiat darurat, yg#ng

tercantum dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat 1 sebaga

disebutkan di atas, dapat dibuat dalam bentuk shmatah tangan

*" Soesilo dan Pramudii.Rbid.
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yakni dibuat dan ditulis sendiri oleh pewasiat denglicantumkan
tanggal pembuatan serta dibubuhi tanda tangan pEmasiat. (pasal
951 KUH Perdata)®

Mengenai kekuatan hukumnya terhadap surat wasiag ya
dibuat dalam keadaan darurat sebagaimana disebdikatas, dalam
hal ini surat wasiat tersebut akan mempunyai kekuaiang sama
dengan surat wasiat yang dibuat di hadapan notaiam hal

keabsahananya sebagai surat wasiat.

B. Is Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata

Isi suatu pasal adalah maksud atau poin-poin yargantum dalam
redaksi suatu pasal dari suatu perundang-undarialam hal ini yang
menjadi fokus kajian disini adalah isi pasal 95atayKUH Perdata.

Adapun bunyi pasal 950 ayat 1 KUH Perdata adala&ydlsa surat
wasiat termaksud dalam pasal 946, 947 dan 948 hyaltan kehilangan
kekuatannya, apabila si yang mewariskan meninggabdenam bulan setelah
berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasak membuat surat
wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal itu.

Berdasarkan bunyi pasal 950 ayat 1 di atas daparikdisuatu

pemahaman isi pasal tersebut. Adapun isinya adaladgai berikut:

%8 Dalam hal-hal tersebut dalam pasal 946, 947 d&na§4t kesatu, orang-orang yang
tersebut di dalamnya, diperbolehkan mengambil skatetapan dengan surat, asal surat itu
seluruhnya ditulis ditanggali dan ditandatangaehdi yang mewariskan, pasal 951 KUH Perdata.
Soesilo dan Pramudji.Rop.cit., him. 223.

%9 Soesilo dan Pramudii.Rbid.
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Surat wasiat yang dibuat dengan cara dan dalanmakeaghng tersebut
dalam pasal 946, pasal 947 dan pasal 948 ayatdgaetmana bunyi pasal-
pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 964 yang berbunyi:

"Dalam golongan tertentu, dan berada dalam gelangggartempuran,
ataupun di suatu tempat yang ada dalam pengepungasuh
diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan sgqe@rwira yang
serendah-rendahnya berpangkat letnan atau jikarsggerwira yang
demikian tidak ada di hadapan seorang yang di teiipanemangku
kekuasaan “Dalam waktu perang, para prajurit damekae yang
termasuk tertinggi, dan tiap-tiap kali dihadiri loléua orang saké.

Pasal 947 yang berbunyi:“Mereka yang berbeda dabenmlanan
melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiabhatiapan nahkoda atau
mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikidak ada, di hadapan
seorang yang menggantinya dan tiap-tiap kali dewmigaediri oleh dua orang
saksi®*

Pasal 948 ayat 1 yang berbunyi:*“Mereka yang bedatiampat-tempat
yang mana, karena adanya penyakit yang menulahulpengan antara
tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlaraigerbolehkan membuat
surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum aterdjhadiri oleh dua
orang saksi®?

Surat wasiat yang dibuat balam pasal-pasal tersetng kesemua itu
dibuat bukan dan tidak di hadapan notaris (pejgaag berwenang untuk itu)

akan kehilangan kekuatan hukumnya bilamana pewasetinggal dunia

enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab dalarhupéan surat wasiat

% Soesilo dan Pramudiji Rp.cit., him. 222.
®1Spesilo dan Pramudii.R.,Kitab Undang-undang Hukemd&a Ibid.
%2 Ibid.
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tersebut. Dalam hal ini undang-undang memberi bataktu terhadap
berlakunya surat wasiat tersebut yaitu enam biilan.

Dengan kata lain bahwa surat wasiat tidak berla&u dianggap tidak
pernah ada wasiit,bila pewasiat meninggal dunia dalam masa enamrmbula
setelah selesainya peristiwa-peristiva atau keakeadaan yang
menyebabkan pembuatan surat wasiat tersebut yalkhi berakhirnya perang
(kondisi keamanan stabil), telah usianya dari médak perjalanan laut dan
hilangnya wabah penyakit yang menular yang menyebralierisolasinya
seseorang di suatu tempat.

Menurut Oemarsalim SH.mengenai maksud pasal tdrsatialah
bahwa surrat wasiat yang disebut dalam pasal terselkni pasal 946,947
dan 948 ayat 1, merupakan surat wasiat yang ditalain keadaan darurat
atau dalam keadaan luar biasa. Sehingga surat gigt dalam keadaan
tersebut hanya berlaku selama enam bulan setelakhimya sebab-sebab
yang digunakan untuk membuat surat wasiat tef8but.

R.Wirjono Projodjodikoro, juga berpendapat demikigakni surat
wasiat yang disebutkan dalam pasal 950 ayat 1,rakampsurat yang dibuat
dalam luar biasa atau dibuat dengan tidak melipatieenpur tangan seorang

notaris, yang karna hal itu surat wasiat terselamya berlaku selama enam

% Mr. A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdgelanda
,Op.cit, him. 194.

% R. Wirjono Prodjodikoro,Op cit, him.112.
68 Oemarsalimpasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesialakarta: PT. Bina Aksara, 1987,
him.108.
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bulan setelah uasainya sebab-sebab untuk membaatsasiat tersebut, dan
setelah itu surat wasiat tersebut tidak berf&ku.

Mengenai tidak berlakunya surat wasiat tersebutseAMeyers
menambahkan bahwa pembatalan surat wasiat tersadak perlu
dimiantakan oleh siapapun juffaDalam arti bahwa surat wasiat tersebut
setelah enam bulan dari usainya peristiwa sebagjzabs pembuatan surat
wasiat tersebut, akan mengalami kebatalan dengatirsya atau batal demi

hukum.

. Ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat
dalam perjalanan laut menurut pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

Berdasarkan bunyi redaksi dan isi pasal 950 aylitUH Perdata di
atas, maka yang menjadi fokus kajian ini adalatatenketentuan hilangnya
kekuatan pada surat wasiat yang dibuat dalam pagalmelalui laut.

Adapun ketentuan hilangnya kekuatan surat wasiselet adalah
bahwa surat wasiat yang dibuat dalam perjalananykitu dibuat di hadapan
nahkoda atau mualim kapal ataupun pejabat lain yeegyebabkan untuk itu
akan kehilangan kekuatan hukumnya, dengan ketertilamana pewasiat
telah usai dari perjalanannya dan meninggal dumsanebulan setelah usianya

melakukan perjalanan laut terseBt.

% R. Wirjono ProdjodikoroHukum Warisan di Indonesi@andung: Sumur, 1983, him.112.
®7 Dikutip oleh R. Wirjono Prodjodikordbid, him.113.

% OemarsalimpPasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesi@p.Cit, 108.
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Bedasarkan ketentuan pasal tersebut, MR.Pitlo mekalnepenjelasan
bahwa masa enam bulan yang ditentukan sebagai batakhirnya surat
wasiat yang dibuat dalam perjalanan laut (daland&a@a darurat) adalah
sebagai masa yang diberikan undang-undang kepadasig¢ untuk bisa
membuat surat wasiatnya kembalai dengan cara yasg,byakni dibuat di
hadapan seorang Notaris.Atau surat wasiat yangatifiuhadapan Nahkoda
kapal tersebut diserahkan kepada Notaris sebagaaw@lografis>’ Dengan
demikian pewasiat yang telah usai melakukan pegaalaut dan telah
membuat surat wasiat dalam perjalanan tersebutididesempatan selama
enam bulan untuk bisa membuat surat wasiat kerdealjan campur tangan
seorang Notaris.

Ali Efandi juga berpendapat demikian, bahwa bileasuvasiat yang
dibuat dalam perjalanan laut tersebut (wasiat ydibgiat dalam keadaan
darurat) dapat berlaku kembali, surat wasiat tenskbrus diserahkan kepada
notaris untuk disimpan sebagai wasiat Olografisafswasiat yang dibuat dan
ditanda tangani pewasiat dan disimpan di notadgrd jangka waktu yang
telah ditentukan,yakni enam bulan setelah berakairperjalanan laut
tersebut® Hal itu disebabkan karena surat wasiat yang dibdaam
perjalanan laut dibuat tidak dalam keadaan yangabiga (dibuat dengan

keikutsertaan seorang notaris).

% Mr. A. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Per@®landa
Op.cit,him 194
0 Ali Afandi, Hukum Waris,Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuki@m.cit, him. 25.



